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KATA PENGANTAR 

REKTOR UNIVERSITAS LANGLANGBUANA 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan telah 

terwujudnya tulisan ringan yang diuraikan dalam buku 

Transparansi Penyidikan Kepolisian. Meninjau jauh kebelakang 

tentang program kerja yang telah berjalan pada Kepolisian 

Republik Indonesia khususnya program jangka panjang tentang 

reformasi Polri terkait dengan target 3 (tiga) sasaran, yaitu : 

Reformasi Instrumental, Reformasi Struktural, dan Reformasi 

Kultural.  

Dalam perjalanan untuk mecapai reformasi tersebut diatas 

sudah berhasil mewujudkan instrumen-instrumen aturan dan 

payung hukum tugas-tugas kepolisian dengan cukup baik, begitu 

pula di bidang struktural.  

Namun demikian kalau melihat reformasi kepolisian di 

bidang kultur, sangat belum berhasil dengan indikator masih 

tingginya komplain/aduan masyarakat tentang tidak selesainya 

kasus-kasus laporan masyarakat yang masih mencapai 2.000 kasus 

per tahun yang tidak terselesaikan. 

Hal lain masih terjadinya perilaku tindak pidana oleh 

anggota Polri misalnya terjadinya pembunuhan berencana yang 

dilakukan oleh Kadiv Propam Polri atas nama Irjen. Pol. Ferdy 

Sambo terhadap anggota atas nama Brigadir Josua Hutabarat. 

Kasus yang lain adanya anggota Polri yang masuk jaringan 

narkotika, baik sebagai penjual barang bukti berupa sabu-sabu 

yang melibatkan anggota berpangkat brigadir, pejabat Kasat, 

Kapolres sampai pejabat Kapolda di wilayah kepolisan daerah 

jambi atas nama Irjen. Pol. Teddy Minahasa Putra. Momok yang 

bergulir di masyarakat betapa sulitnya mencari keadilan ditengah 

publik yang mengalami krisis di segala bidang kehidupan, krisis 

kepercayaan, krisis kepemimpinan, ketauladanan serta krisis 

kepastian hukum. 

Penyidik kepolisian sebagai bagian dari sistem penegak 

hukum merupakan fungsi kepolisian terdepan yang mengemban 

tugas dan fungsi tersebut, langsung berinteraksi kepada 
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kepentingan masyarakat. Baik masyarakat sebagai pelapor atau 

korban dari permasalahan kasus yang dialami, ataupun sebagai 

terlapor yang diduga sebagai orang yang melakukan tindakan 

yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. 

Dengan demikian Penyidik Kepolisian untuk dapat 

memberi pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat 

harus dan wajib mengemban komitmen pelayanan masyarakat 

seperti yang tertulis di Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 

2002, sebagai berikut : 

Menjunjung tinggi supermasi hukum, dapat menjaga 

integritas, menunjukan sikap etika perilaku kepemimpinan yang 

teladan, taat azas, dapat menangani perkara dengan tuntas, 

memberikan pelayanan publik yang terbaik, melakukan kerja 

sama dan berkoordinasi dengan Stake Holder, bekerja dengan hati 

yang ikhlas dan jujur, menerapkan Reward dan Panishman, 

berperilaku adil. Komitmen tersebut, seandainya dapat diterapkan 

dan diaplikasi oleh seluruh aparat penegak hukum dalam bertugas 

maka untuk menuju masyarakat yang adil dan sejahtera akan 

tercapai. 

Telah dapat diselesaikannya penulisan buku “Transparansi 

Penyidikan Oleh Penyidik” tersebut, diharapkan dapat menjadi 

bagian dari solusi pencapaian harapan publik untuk mewujudkan 

kepastian hukum masyarakat. 

Demikian semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa dapat 

memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua.  

  

Bandung, 11 Oktober 2022 

Rektor, Universitas Langlangbuana 

 

 

 

 

Dr. H.R.AR. Harry Anwar, Drs., S.H., M.H. 

Brigjen. Pol. (Purn.) 

 

  



v 
 

KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan 

buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran 

penulis yang diberi judul “Transparansi Penyidik Kepolisian”. 

Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan 

karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih 

pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. 

Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.  

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan proses internal 

control bagian Pengawasan Penyidikan (Wassidik) belum 

sepenuhnya berjalan efektif sehingga belum dapat memberikan 

kontribusi terhadap penuntasan penyidikan, pra-penuntutan 

sampai dengan penyidangan kasus tindak pidana umum secara 

optimal. Peningkatan kualitas internal control bagian wassidik 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses penyidikan yang 

berlandaskan pada perundang-undangan, transparansi, 

akuntabilitas penyidikan, dan menjunjung tinggi etika sebagai 

penyidik sehingga masyarakat yang terkait dengan proses 

penyidikan baik sebagai pelapor maupun dengan posisi sebagai 

terlapor dapat merasakan keadilan dan kepastian hukum selama 

proses penyidikan berjalan sampai dengan penyidangan atau 

penghentian proses penyidikan apabila tidak terdapat bukti-bukti 

yang kuat. Selanjutnya model internal control penyidikan pada 

Bagian Wassidik dalam mewujudkan paradigma baru kepolisian, 

yaitu sebuah model kerja sama horisontal antara institusi penegak 

hukum kepolisian dengan penegak hukum atau lembaga terkait 

lainnya. Sehingga tujuan model kerja sama kolaboratif dapat 

menyelesaikan persoalan penyidikan yang masih mengalami 

kendala dalam mencapai target penyidikan, penuntutan dan 

penyidangan secara efektif. 
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Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata 

saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini 

akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang 

tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945, Negara hukum menjamin semua warga 

negaranya sama dihadapan hukum tanpa terkecuali. Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisisn Republik Indonesia “Kepolisian Negara Republik 

Indonesia bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat, serta 

terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia”. 

Polri sebagai institusi Negara yang berperan dalam 

penegakan hukum dan norma yang hidup di masyarakat (Police as 

an enforment officer), kondisi demikian membuat Polri dapat 

memaksakan berlakunya hukum. Manakala hukum dilanggar 

terutama karena sebab kejahatan, diperlukan peran anggota Polri 

untuk memulihkan keadaan (restitution in intregumen) 

pemaksaagar sipelanggar hukum menanggung akibat dari 

perbuatannya. Sehingga untuk melihat bagaimana hukum 

ditegakkan dapat dilihat dari perilaku anggota Polri dalam 

menjalankan profesinya. 

Pada era reformasi Polri semakin dituntut oleh masyarakat 

untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, 

sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat secara 

profesional, transparan, responsif dan akuntabel (Raharjo,2007).  

 

PENDAHULUAN 
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A. Konsep Manajemen Publik 

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen 

pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah 

dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan 

sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini 

menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan 

organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam 

sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen 

pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor 

swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan 

pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor 

swasta. Mahmudi (2010:38-40) mengungkapkan ada setidaknya 

tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang 

membedakannya dengan sektor swasta:  

1. Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan 

individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam 

pemerintahan dimana tuntuta masyarakat yang sifatnya 

kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya 

yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR. 

2. Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan 

sumber daya, seperti air bersih, listrik, kemanan, kesehatan, 

pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi 

alasan utama sektor publik untuk menyediakannya. 

3. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan 

kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas publik,yang artinya sektor 

KONSEP MANAJEMEN 

PUBLIK DAN FUNGSI 

MANAJEMEN 
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A. Konsep Pengawasan 

1. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan menurut Mc. Farland yang dikutip oleh 

Handayaningrat (1981:143) yaitu : Control is the process by 

which an executive gets the performanceof his subordinates to 

correspond as closely as possible to choseplan, orders, objectives, or 

polocies. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu 

proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil 

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya 

sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan 

yang telah dikemukakan. 

George R. Terry yang dikutip oleh Sujanto (1996) 

mengemukakan bahwa Control is to determine what is 

accomplished, evalue it, and apply corrective measures, if needed to 

insure result in keeping with thep lan. Pengawasan adalah 

untuk menentukan apa yang telah dicapai mengadakan 

evaluasi atas apa saja yang telah dicapi, dan mengambil 

tindakan-tindakan korektif apabila diperlukan untuk 

menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan.  

Menurut Manullang (2009:173) pengawasan yaitu: 

“Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan 

pekerjaan apayang sudah dilaksanakan, menilainya, dan 

bila perlu mengoreksidengan maksud supaya pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan rencana semula”. Sedangkan 

menurut Hani Handoko (2014:357) mengatakan bahwa: 

KONSEP 

PENGAWASAN DAN 

PENGENDALIAN 
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A. Controlling 

Terminologi controlling yang menjadi acuan teori atau 

pisau analisis pada kajian ini mengandung makna pengawasan 

atau pengendalian, pengawasan/ kontrol dimana mempunyai 

fungsi untuk mengendalikan. segala kegiatan agar tertuju 

kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan 

dapat tercapai. Proses pengawasan sebagai bagian dari 

pengendalian akan mencatat perkembangan organisasi kearah 

tujuan yang diharapkan dan memungkinkan pemimpin 

mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada 

waktunya untuk mengambil tindakan korektif sebelum 

terlambat. Melalui pengawasan yang efektif, terhadap aktivitas 

organisasi, maka upaya pengendalian mutu dapat 

dilaksanakan dengan lebih baik.  

Terry (2014;185) mengemukakan proses pengawasan 

sebagai berikut, yaitu: 

1. Determining the standard or basis for control (menentukan 

standard atau dasar bagi pengendalian)  

2. Measuring the performance (ukuran pelaksanaan)  

3. Comparing performance with the standard and ascerting the 

difference, it any (bandingkan pelaksanaan dengan standard 

dan temukan jika ada perbedaan).  

4. Correcting the deviation by means of remedial action (perbaiki 

penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).  

 

INTERNAL 

CONTROL 
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A. Aspek Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian seperti yang dijelaskan oleh 

Coso, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission’s (Coso,2013) merupakan rangkaian standar, proses 

dan struktur yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan 

pengendalian intern di seluruh organisasi. Peranannya 

menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan 

mempengaruhi kesadaran personal pada organisasi atas 

pengendalian, serta landasan untuk semua komponen 

pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur.  

Sub-komponen lingkungan pengendalian mencakup 

integritas dan nilai etika yang dianut organisasi; parameter-

parameter yang menjadikan pimpinan organisasi mampu 

melaksanakan tanggung jawab tata Kelola, pengembangan 

struktur organisasi. Serta pembagian wewenang dan tanggung 

jawab,; proses rekrutmen pegawai, mengembangkan, dan 

mempertahankan individu yang kompeten; serta kejelasan 

ukuran kinerja, insentif, dan imbalan untuk mendorong 

akuntabilitas kinerja. Lingkungan pengendalian yang 

dihasilkan akan berdampak luas terhadap sistem pengendalian 

intern secara keseluruhan.  

Dalam konteks standar, proses dan struktur acuan 

pengendalian penyidikan oleh penyidik kepolisian di berbagai 

tingkatan organisasi kepolisian, maka KaPolri selaku pimpinan 

tertinggi di Institusi Kepolisian telah megeluarkan Peraturan 

KaPolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan 

MODEL INTERNAL 

CONTROL PADA 

PENGAWASAN 

PENYIDIKAN 
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Banyak faktor yang menyebabkan proses internal control 

bagian Pengawasan Penyidikan (Wassidik) belum sepenuhnya 

berjalan efektif sehingga belum dapat memberikan kontribusi 

terhadap penuntasan penyidikan, pra-penuntutan sampai dengan 

penyidangan kasus tindak pidana umum secara optimal. 

Peningkatan kualitas internal control bagian wassidik diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas proses penyidikan yang 

berlandaskan pada perundang-undangan, transparansi, 

akuntabilitas penyidikan, dan menjunjung tinggi etika sebagai 

penyidik sehingga masyarakat yang terkait dengan proses 

penyidikan baik sebagai pelapor maupun dengan posisi sebagai 

terlapor dapat merasakan keadilan dan kepastian hukum selama 

proses penyidikan berjalan sampai dengan penyidangan atau 

penghentian proses penyidikan apabila tidak terdapat bukti-bukti 

yang kuat.  

Selanjutnya model internal control penyidikan pada Bagian 

Wassidik dalam mewujudkan paradigma baru kepolisian, yaitu 

sebuah model kerja sama horisontal antara institusi penegak 

hukum kepolisian dengan penegak hukum atau lembaga terkait 

lainnya. Sehingga tujuan model kerja sama kolaboratif dapat 

menyelesaikan persoalan penyidikan yang masih mengalami 

kendala dalam mencapai target penyidikan, penuntutan dan 

penyidangan secara efektif. 

 

  

PENUTUP 
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